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ABSTRAK


Kebutuhan akan dana dan permodalan merupakan suatu bentuk kebutuhan yang sangat esensial bagi semua jenis usaha. Dana bagi sebuah perusahaan dapat diperoleh dari berbagai sumber. Dana tersebut dapat berupa modal (equity) atau utang (loan). Fungsi menyalurkan dana dalam bentuk kredit memang merupakan salah satu fungsi utama bank, akan tetapi konsentrasi kredit yang berlebihan dapat membahayakan bank. Untuk itu Bank Indonesia (BI) mewajibkan bank menerapkan   prinsip   kehati-hatian   penyaluran   kredit   dan   melakukan penyebaran   portofolio   penyediaan   dana   terutama   dengan   pembatasan penyediaan dana dengan persentase tertentu terhadap pihak terkait maupun pihak yang tidak terkait dengan memperhatikan keadaan modal bank.
Metode pendekatan yang digunakan oleh peneliti dalam melaksanakan penelitian adalah metode pendekatan yuridis normatif. Spesifikasi penelitian Analisis kualitatif adalah tata cara penelitian dengan menganalisa data tanpa menggunakan angka yang menghasilkan suatu data deskriptif karena penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai perlindungan hukum terhadap kreditur dalam perjanjian kredit sindikasi.
Perlunya Penerapan hukum pelaksanaan pemberian kredit sindikasi berdsarkan Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang (KPKPU), dan untuk menambah kekuatan pengaturan mengenai kredit sindikasi terhadap debitur yang pailit perlu dibentuk lembaga yang khusus menyelesaikan masalah kredit sindikasi.
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ABSTRACT

The need for funds and capital is a form of necessity that is essential for all types of businesses. Funds for a company can be obtained from various sources. These funds can be in the form of capital or loan. The function of channeling funds in the form of credit is indeed one of the main functions of banks, but excessive credit concentration can endanger banks. For this reason, Bank Indonesia (BI) requires banks to apply the principle of prudence in lending and to spread portfolio of fund provision, especially by limiting the provision of funds by a certain percentage to related parties and unrelated parties by taking into account the condition of bank capital.
The method used by the researchers in conducting research is normative juridical approach. Specifications research Qualitative analysis is the procedure of the research by analyzing the data without using numbers that generate a descriptive data for this study is intended to give a detailed, systematic and comprehensive information regarding the legal protection of the rights of the creditors in agreement Syndicated Loans  
Need for implementing the implementation law to provide syndicated loans based on Law No. 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Postponement of Debt Payment Obligations (KPKPU), and to increase the strength of the regulation regarding syndicated credit for bankrupt debtors, it is necessary to establish an institution that specifically solves syndicated credit problems.
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